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Dalam era modern seperti sekarang ini, perkembangan dan pertumbuhan bisnis melesat sangat cepat. Geliat
Iaju perkembangan bisnis tersebut tentunya didukung dengan adanya sumber pendanaan/pembiayaan yang
dapat berasal dari pinjaman ataupun kredit yang diperoleh para pengusaha selaku debitor dari pihak bank
atau pihak ketiga lainnya selaku kreditor. Adapun salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan
utangnya tersebut sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Namun demikian, tidak jarang debitor
mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau debitor berhenti membayar. Oleh karena
itu, keadaan ini membutuhkan penyelesaian.

Penyelesaian utang piutang yang terjadi diantara Debitor dengan Kreditor dapat dilakukan melalui
Kepailitan ataupun pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Suatu penundaan
pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu Putusan Hakim
Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk
melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana
pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi hutang tersebut.
Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digjukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya.
Permasalahan besar yang terjadi adalah Undang-Undang K epailitan tidak mengatur bagaimana jika dalam
penyel esaian permohonan PKPU terdapat dugaan adanya perbuatan curang yang dapat berupa penipuan,
persekongkolan atau pemakaian upayalain yang tidak jujur. Demi memenuhi ketentuan dan persyaratan
perdamaian ini, makatidak jarang debitor mengajukan kreditor fiktif (dengan bantuan pihak lain yang
berperan seakan-akan merupakan kreditor) agar persyaratan perdamaian dalam PKPU tersebut dapat
terpenuhi dan/atau debitor bekerjasama dengan salah salah kreditornya dengan menggelembungkan jumlah
tagihan/piutang sehingga kreditor tersebut menjadi kreditor yang memiliki hak suara mayoritas dan pada
akhirnya ketika dilakukan voting, maka perdamaian dapat dicapai dan PKPU tetap dapat dikabulkan,
sehingga debitor tidak dipailitkan.

Adanya persoalan ini tentu jugaterkait dengan tiga aspek penting yaitu Kepailitan dan PKPU, perdata dan
pidana. Berkaitan dengan aspek-aspek tersebut, hal-hal ini juga terkait dengan masalah pembuktian.
Persoalan ini juga menimbulkan ketidakjelasan kompetensi absolut dan ketidakjelasan penyelesaian perkara
PKPU yang mengandung dugaan adanya penipuan, persekongkolan atau pemakaian upaya lain yang tidak
jujur dalam proses perdamaian dalam PKPU.

In the modern era as now, developments and business growth streaking so fast. The pace of business
developments and growth is certainly supported by the sources of funding/ financing that could come from
loans or credits obtained by entrepreneurs as debtors from the bank or other third parties financing as
creditors. Asfor one of the obligations of the debtor isto restore and return the debt to creditor as an
obligation that should be done. However, it is not uncommon when debtors have difficulties to restore and
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return the debt or the debtor stops paying. Therefore, this situation requires a solution.

Settlement of debts that took place between the debtor with the creditor can be done through a bankruptcy
filing or Suspension of Payment or in Bankruptcy Act Number 37 Y ear 2004 referred as Penundaan
Kewgjiban Pembayaran Utang (PKPU). A Suspension of Payment is a period given by law through a Judge
of Commercial Court verdict, where the creditors and debtors are given the opportunity to conduct
deliberations on ways of payment owed by providing a payment plan all or some of its debts, including by
means of restructure the debt.

Suspension of Payments may be filed by the debtor itself or by its creditors. The major problem that occurs
isthat the Bankruptcy Act does not regulate how if the settlement of Suspension of Payment (PKPU)
obtained by a fraudulent, conspiracy or deception or the use of other measures that are not honest. In order
to meet the requirement that stipulated in the Bankruptcy Act regarding the Suspension of Payment (PKPU),
it isnot uncommon if debtor use afictitious creditors (with the help of other parties who act asif the
creditor) in order to fulfilling the requirement of the Suspension of Payment (PKPU) or the debtor in
cooperation with any one of its creditors by inflating the number of debt so that creditor would have a
majority right in the voting and in the end the approval of reconciliation of Debtor and Creditors can be
achieved and PKPU would be granted, so that the debtor not adjudicated in bankruptcy status.

The existence of this problem is certainly also linked to three important aspects, namely the Bankruptcy and
PKPU, civil and criminal. With regard to these aspects, these things are also related to the issue of provein
court. It also raises the issue of vagueness of Courts that have a competence to adjudicate the Suspension of
payment (PKPU) that obtained by fraudulent, conspiracy or deception or the use of other measures that are
not honest.



